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Therefore, the policy for establishing new schools in South Tangerang City must be SMP; social demand approach;
implemented promptly to address primary and secondary education challenges, ensuring student groups

adequate facilities for the growing student population. The research emphasizes the

importance of addressing educational infrastructure needs to support student's educational Open access

progress and highlights the critical role of geographic information systems (GIS) in mapping Inovasi Kurikulum is a peer-reviewed
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ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi kebijakan akademik terkait pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di Kota Tangerang Selatan
sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah lulusan Sekolah Dasar (SD) dan terbatasnya ketersediaan fasilitas pendidikan
menengah. Dengan menggunakan pendekatan teoritis dan kuantitatif, penelitian ini menerapkan model perencanaan "Social Demand
Approach" untuk mengidentifikasi kebutuhan akan sekolah baru. Temuan menunjukkan ketidakseimbangan yang signifikan antara
jumlah SD dan SMP, khususnya di kecamatan Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat, menyoroti kebutuhan mendesak akan
unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas (RKB) untuk memastikan akses yang merata terhadap pendidikan berkualitas. Analisis
didukung oleh data geografis dan demografis, mempertimbangkan variabel penting seperti ukuran kelompok peserta didik (rombel).
Oleh karena itu, kebijakan pendirian sekolah baru di Kota Tangerang Selatan harus dilaksanakan segera untuk mengatasi tantangan
dalam pendidikan dasar dan menengah, serta memastikan fasilitas yang memadai bagi populasi peserta didik yang berkembang.
Penelitian ini menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur pendidikan untuk mendukung kemajuan peserta didik.
Sistem informasi geografis (GIS) memainkan peran penting dalam pemetaan lokasi sekolah dan perencanaan pengembangan
pendidikan di masa depan.

Kata Kunci: kebijakan pendidikan; kelompok belajar pendirian SMP; social demand approach
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INTRODUCTION

Pendirian sekolah baru di Indonesia merupakan langkah strategis yang krusial dalam meningkatkan akses
pendidikan menengah bagi anak-anak usia sekolah. Kebijakan pendirian sekolah secara umum penting
mengingat angka partisipasi pendidikan menengah yang masih perlu ditingkatkan, terutama di daerah-
daerah terpencil dan kurang berkembang (Alfasisromarakap et al., 2021; Nasir et al., 2023). Penambahan
sekolah baru diharapkan dapat mengurangi disparitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan
pedesaan, serta antara pulau-pulau besar dan kecil di Indonesia (Shaturaev, 2021). Selain itu, pendirian
sekolah baru juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat seiring
dengan pertumbuhan jumlah penduduk usia sekolah (Patandung & Panggua, 2022). Pemerintah
Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mendukung pendirian sekolah baru. Kebijakan ini
mencakup aspek perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan yang harus disesuaikan dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan kebijakan desentralisasi pendidikan.
Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam penyusunan rencana strategis
pendirian sekolah baru, yang melibatkan analisis kebutuhan lokal, ketersediaan lahan, dan sumber daya
manusia yang memadai. Regulasi ini juga menekankan pentingnya inklusivitas, memastikan bahwa
sekolah yang didirikan mampu mengakomodasi peserta didik dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi
dan kebutuhan khusus.

Strategi implementasi kebijakan pendirian sekolah baru melibatkan kerja sama antara pemerintah pusat
dan daerah dalam penyusunan rencana strategis. Proses ini meliputi analisis kebutuhan lokal,
ketersediaan lahan, serta sumber daya manusia yang memadai. Pemerintah pusat dan daerah
berkewajiban memberikan layanan pendidikan bermutu secara merata dan berkeadilan sesuai amanat
Undang-Undang, yang mencakup pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Sejalan dengan pemikiran
akademik dan kebijakan serta kondisi riil tentang kebutuhan pendidikan dasar, pemerintah baik
pemerintah pusat maupun daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang berkewajiban memberikan
layanan pendidikan bermutu baik pendidikan dasar, menengah maupun pendidikan tinggi secara merata
dan berkeadilan bagi seluruh warga negara (Gunawan, 2020).

Pendidikan dasar sebagai tahap awal dalam membangun bangsa penting dalam membangun fondasi
kemampuan SDM unggul sebelum melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi yakni Sekolah Menengah
Atas atau Kejuruan (Sumiyaty et al., 2023). Konsep tersebut memberikan makna, bahwa pendidikan dasar
diharapkan mampu membentuk karakter dan kemampuan dasar untuk belajar, dengan tidak hanya
sebagai sebuah proses pengajaran teoritis dan hafalan yang dilakukan tetapi sarat dengan keutuhan
bagaimana sebuah proses pendidikan melalui kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
perkembangan anak usia pendidikan dasar. Untuk itulah bagaimana kondisi pendidikan dasar ini agar
berada pada posisi yang benar sesuai kebutuhan pengembangan SDM bermutu dan mudah diakses
masyarakat serta mampu memberikan pelayanan yang baik.

Mendirikan sekolah baru di Indonesia melibatkan navigasi melalui lanskap kebijakan pendidikan yang
kompleks, kebutuhan masyarakat, dan pengembangan kurikulum. Reformasi pendidikan di Indonesia
mendorong perubahan internal, seperti pemulihan otonomi pedagogis sekolah, serta perubahan eksternal
yang melibatkan pendidikan sebagai bagian dari reformasi sosial ekonomi yang lebih luas (Rosser, 2023;
Wang et al., 2023). Keterlibatan masyarakat dan implementasi kebijakan penting dalam mendirikan
sekolah baru, dengan model seperti Sekolah Indonesia di Riyadh (ISR) menunjukkan pentingnya
dukungan pemerintah dan kemitraan masyarakat (Widhawati, 2022). Selain itu, keberadaan lembaga
kemasyarakatan seperti organisasi keagamaan juga dapat menjadi salah satu jembatan untuk
membentuk kebijakan pendidikan yang inklusif, toleran, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat
(Nasril et al., 2024). Sistem zonasi penerimaan peserta didik, yang diterapkan di Indonesia, mencerminkan
tantangan dan peluang dalam mengurangi kesenjangan pendidikan dengan membawa sekolah lebih
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dekat ke tempat tinggal peserta didik, meskipun menghadapi masalah infrastruktur dan persepsi publik

(Nurlailiyah, 2019; Syakarofath et al., 2020; Yuliani, 2021).

Saat mendirikan sekolah baru di Indonesia, penting untuk mempertimbangkan berbagai kebutuhan
pendidikan dan kerangka kebijakan, termasuk integrasi budaya dan lingkungan lokal ke dalam kurikulum
(Efendi & Sholeh, 2023). Keterlibatan masyarakat dan dukungan pemerintah dapat meningkatkan
efektivitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan baru. Namun, tantangan seperti alokasi sumber daya
dan pelatihan guru harus ditangani dengan serius untuk memastikan pendidikan berkualitas bagi semua
peserta didik, yang pada akhirnya mendukung pengembangan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan
efektif di seluruh negeri (Kusuma et al., 2024; Triarsuci et al., 2024).

Kajian literatur mulai disajikan mengacu pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan
metode campuran untuk mengeksplorasi urgensi pembangunan infrastruktur sekolah dalam merespons
kebijakan zonasi yang berdampak pada akses peserta didik ke sekolah negeri di Indonesia, khususnya di
Kota Batu. Proses perumusan kebijakan, khususnya pada tahap agenda setting, menunjukkan pentingnya
perluasan sekolah negeri di wilayah-wilayah yang kurang terlayani oleh zonasi untuk memastikan akses
pendidikan yang merata serta mendukung pengembangan sumber daya manusia di tingkat lokal
(Setyawan & Firdausi, 2021). Penelitian ini memperkuat landasan kebijakan pada artikel ini dengan
menyoroti pentingnya pertimbangan zonasi dalam perencanaan infrastruktur pendidikan di wilayah yang
mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan.

Penelitian lainnya yang menunjukkan bahwa sekolah-sekolah di Chili cenderung merespons insentif
kompetitif dari kebijakan pendidikan berbasis pasar, yang dipengaruhi oleh posisi sosial-ekonomi di pasar
pendidikan lokal. Temuan ini mengungkap bahwa sekolah-sekolah lebih sering berfokus pada menjaga
posisi pasar daripada peningkatan kualitas pendidikan, melalui seleksi peserta didik, pemasaran, dan
pengajaran yang berfokus pada ujian (Zancajo, 2020). Kajian ini relevan dalam mendukung analisis artikel
ini mengenai pentingnya kebijakan yang responsif dan adaptif dalam mendorong pemerataan pendidikan,
terutama di wilayah yang berpotensi mengalami tekanan pasar pendidikan. Kedua literatur ini
menggarisbawahi pentingnya analisis kontekstual yang mendalam dalam kebijakan pendidikan untuk
menjawab tantangan infrastruktur pendidikan di Kota Tangerang Selatan dan mendukung upaya dalam
menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif serta berkualitas.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam pendekatan evaluasi kebutuhan sekolah dengan
memanfaatkan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk pemetaan lokasi sekolah yang lebih
akurat. Hal ini berbeda dengan studi sebelumnya yang lebih banyak fokus pada analisis kebijakan tanpa
mengintegrasikan teknologi spasial. Permasalahan penelitian ini adalah ketidakmerataan akses
pendidikan menengah di Kota Tangerang Selatan dan kebutuhan akan evaluasi yang lebih komprehensif
untuk mendukung kebijakan pendirian sekolah baru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kebutuhan pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP)
baru di Kota Tangerang Selatan dengan mempertimbangkan nilai-nilai akademis, hukum, dan kebijakan,
serta kondisi nyata di lapangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan menyediakan rekomendasi berbasis
data mengenai jumlah Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB) yang diperlukan, guna
memastikan pemerataan akses pendidikan dasar bagi semua anak usia sekolah. Penelitian ini juga
bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perbedaan kebutuhan pendidikan di setiap kecamatan,
menggunakan GIS untuk memetakan lokasi sekolah secara akurat dan mendukung perencanaan
kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
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LITERATURE REVIEW
Perencanaan Pendidikan

Pendekatan Social Demand Approach dalam perencanaan pendidikan menekankan pada pemenuhan
kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berdasarkan data kuantitatif mengenai jumlah peserta didik
dan fasilitas yang tersedia. Social Demand Approach dalam perencanaan pendidikan berfokus pada
pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan data kuantitatif terkait jumlah peserta didik dan
ketersediaan fasilitas pendidikan (Sutcher et al., 2019; Welsh & Swain, 2020). Dalam penelitian ini, Social
Demand Approach digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak akan sekolah baru di daerah-
daerah yang mengalami ketimpangan fasilitas pendidikan, seperti Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan
Ciputat di Kota Tangerang Selatan. Melalui pendekatan ini, perencana pendidikan dapat menilai apakah
fasilitas yang ada mampu menampung jumlah peserta didik yang terus bertambah, dan dapat dengan
lebih akurat mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan penambahan sekolah atau ruang kelas
untuk mengatasi kekurangan kapasitas. Melalui pendekatan ini, perencana pendidikan dapat menilai
sejauh mana ketersediaan fasilitas pendidikan saat ini dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat,
serta mengidentifikasi daerah-daerah yang membutuhkan tambahan sekolah atau ruang kelas untuk
mengatasi kekurangan kapasitas (Sutcher et al., 2019). Social Demand Approach memastikan bahwa
kebijakan pendidikan dan pembangunan fasilitas didasarkan pada data nyata dan kebutuhan konkret
masyarakat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akses dan kualitas Pendidikan (Okolie et al., 2019;
Penuel et al., 2020).

Economics of Education berfokus pada analisis biaya dan manfaat dari investasi dalam sektor pendidikan,
termasuk pembangunan sekolah baru. Teori ini mengevaluasi pengeluaran yang diperlukan untuk
mendirikan dan mengoperasikan sekolah dibandingkan dengan manfaat jangka panjang yang diperoleh
dari peningkatan akses dan kualitas pendidikan (Bellei & Munoz, 2023). Evaluasi pendirian sekolah baru
mencakup analisis biaya pembangunan, biaya operasional, dan potensi dampak ekonomi positif seperti
peningkatan keterampilan tenaga kerja dan produktivitas ekonomi (Surur et al., 2020). Dengan
mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi ini, kebijakan pendidikan dapat dirancang untuk memastikan
bahwa investasi dalam pendidikan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Integrasi kedua
teori ini Social Demand Approach dan Economics of Education dalam perencanaan pendidikan membantu
dalam pengambilan keputusan yang informatif dan efektif mengenai pendirian sekolah baru, memastikan
bahwa keputusan yang diambil tidak hanya memenuhi kebutuhan pendidikan tetapi juga berkontribusi
pada perkembangan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

Kurikulum dan Pengembangan Sekolah Baru

Curriculum Design Theory berfokus pada proses perancangan dan pengembangan kurikulum untuk
memenuhi kebutuhan pendidikan di sekolah baru. Teori ini melibatkan pemilihan materi ajar yang sesuai,
metode pengajaran yang efektif, dan sistem penilaian yang komprehensif (Martin et al., 2019). Desain
kurikulum harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tujuan pendidikan, kebutuhan peserta
didik, serta standar akademik dan kultural yang relevan (Kieran & Anderson, 2019). Pendekatan ini
memastikan bahwa kurikulum tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis peserta didik, tetapi juga
mencerminkan konteks sosial dan budaya di mana sekolah beroperasi (Bovill & Woolmer, 2019; Pak et
al., 2020). Proses perancangan ini sering kali melibatkan kolaborasi antara pendidik, ahli kurikulum, dan
pemangku kepentingan untuk menciptakan kurikulum yang inklusif dan adaptif, serta mampu memfasilitasi
pembelajaran yang berkualitas tinggi.

Needs Assessment adalah proses sistematis untuk menentukan kebutuhan spesifik peserta didik dan
masyarakat di sekolah baru. Penilaian kebutuhan ini mencakup pengumpulan data melalui survei,
wawancara, dan analisis data pendidikan untuk mengidentifikasi gap antara kondisi saat ini dan tujuan
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pendidikan yang diinginkan (Heilmann & Bertone, 2021; Menggo et al., 2019). Dengan informasi yang
diperoleh, pengembang kurikulum dapat merancang materi ajar dan metode pengajaran yang relevan dan
responsif terhadap kebutuhan tersebut. Needs Assessment memastikan bahwa kurikulum yang
dikembangkan tidak hanya memenuhi standar akademis tetapi juga relevan dan dapat menjawab
tantangan yang dihadapi peserta didik (Ajjawi et al., 2020; Mpuangnan & Ntombela, 2024). Proses ini
berfungsi sebagai dasar untuk penyesuaian kurikulum yang berkelanjutan dan efektif, menjamin bahwa
program pendidikan yang diterapkan dapat memberikan hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan
masyarakat dan peserta didik.

Geographic Information System (GIS)

Geographic Information System (GIS) adalah sistem yang dirancang untuk menangkap, menyimpan,
memanipulasi, menganalisis, mengelola, dan menampilkan data geografis atau spasial. GIS berperan
penting dalam berbagai bidang, seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan,
serta sektor-sektor lain yang membutuhkan analisis berbasis lokasi (Pei et al., 2021). Teknologi GIS
memungkinkan integrasi data spasial dengan data atribut, sehingga pengguna dapat memvisualisasikan
dan menganalisis informasi dalam konteks geografis. Salah satu keunggulan utama GIS adalah
kemampuannya untuk menggabungkan berbagai jenis data spasial dari sumber yang berbeda dan
menampilkan informasi tersebut dalam bentuk peta interaktif (Sami & Hussein, 2024). Pengguna dapat
menggunakan GIS untuk menggali pola atau tren, melakukan pemodelan prediktif, serta membuat
keputusan berbasis data dengan lebih akurat. GIS juga mendukung pemetaan dan analisis data real-time,
yang sangat berguna untuk respons bencana, transportasi, dan pengelolaan infrastruktur (Zhou et al.,
2020).

GIS dalam penelitian berperan penting sebagai alat analisis yang memungkinkan evaluasi menyeluruh
terhadap distribusi fasilitas pendidikan. Teknologi ini mengintegrasikan data spasial dan atribut demografis
untuk memetakan lokasi sekolah dan menentukan kesenjangan akses pendidikan. Dengan peta interaktif
yang dihasilkan, pemangku kepentingan dapat mengidentifikasi area dengan kebutuhan mendesak untuk
pendirian sekolah baru, menilai aksesibilitas berdasarkan jarak dan kepadatan penduduk, serta
merancang kebijakan yang lebih responsif dan tepat sasaran. Peran GIS tidak hanya meningkatkan
akurasi dalam perencanaan pendidikan tetapi juga memastikan pemerataan fasilitas pendidikan, terutama
di wilayah-wilayah yang belum terlayani secara memadai.

Dalam dunia pendidikan, GIS semakin relevan karena memungkinkan institusi untuk mengidentifikasi dan
merespons kebutuhan pendidikan berdasarkan distribusi geografis. Dengan menggunakan GIS, dinas
pendidikan atau lembaga terkait dapat mengevaluasi kebutuhan sarana dan prasarana, menentukan
lokasi sekolah yang ideal, serta memantau distribusi guru dan sumber daya pendidikan lainnya (Kdse et
al., 2021). GIS juga membantu dalam analisis demografi, sehingga pemerintah dapat merencanakan
pembangunan sekolah baru yang sesuai dengan kebutuhan populasi setempat. Terkait dengan pemetaan
lokasi sekolah, GIS dapat digunakan dalam membantu pemangku kepentingan untuk menentukan letak
strategis sekolah baru atau mengidentifikasi lokasi sekolah yang membutuhkan perbaikan (Maige et al.,
2022). Dengan menggunakan GIS, dapat dilakukan analisis distribusi sekolah berdasarkan aksesibilitas,
kepadatan penduduk, dan jarak ke pusat-pusat pemukiman (Al-Sabbagh, 2022). Hal ini memungkinkan
pemerintah dan lembaga pendidikan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses yang merata
terhadap fasilitas pendidikan, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau terpinggirkan.
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METHODS

Model analisis penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama yakni menggunakan pendekatan
teoritis pustaka (Library Research) dengan mengedepankan teori kebijakan, kebijakan (policy) hukum,
sosiologis dan filosofis, juga menggunakan pendekatan kuantitatif yang mengacu pada model
perencanaan “Social Demand Approach”. Social Demand Approach adalah pendekatan dalam
perencanaan pembangunan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan masyarakat yang
ditentukan melalui partisipasi dan preferensi mereka (Bibri et al., 2020; Paul, 2024). Model ini dianggap
sangat cocok untuk digunakan dalam perencanaan kebutuhan pendidikan dengan tujuan untuk
memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat sebagai respons terhadap permintaan (demand) akan
pemberian kesempatan pendidikan terwujud. Fungsi pemerintah dan pemerintah daerah adalah
memenuhi permintaan tersebut melalui penyediaan (supply) kesempatan belajar dengan cara mendirikan
sekolah-sekolah baru dengan prioritas pendirian di daerah-daerah (wilayah) yang sangat membutuhkan
atau daerah dimana masyarakat sulit mengakses pendidikan.

Penggunaan data lokal mengenai kapasitas ruang kelas dan distribusi sekolah yang ada, dengan prioritas
pada daerah-daerah yang paling membutuhkan fasilitas pendidikan, seperti Setu, Serpong Utara, Pondok
Aren, dan Ciputat. Modifikasi ini memungkinkan Social Demand Approach tidak hanya berfungsi sebagai
model analisis kebutuhan tetapi juga sebagai panduan untuk perencanaan yang lebih terarah. Dengan
menekankan pada penyediaan akses pendidikan yang lebih merata, model ini disesuaikan agar dapat
mengidentifikasi wilayah yang memerlukan prioritas pembangunan dan mengarahkan sumber daya
pendidikan ke daerah dengan akses yang terbatas.

Tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Pengumpulan Data Kebutuhan Pendidikan

Data mengenai kebutuhan pendidikan masyarakat dikumpulkan melalui survei terhadap 300 responden
dari kecamatan-kecamatan prioritas (Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat) yang telah
diidentifikasi mengalami ketimpangan akses pendidikan. Teknik sampling yang digunakan adalah
stratified random sampling untuk memastikan keterwakilan populasi berdasarkan demografi peserta
didik, kepadatan penduduk, dan kondisi aksesibilitas ke fasilitas pendidikan.

2. Pengumpulan Data Potensi Peserta didik

Data potensi peserta didik, yaitu jumlah peserta didik yang memerlukan fasilitas pendidikan tambahan,
diperoleh melalui database pendidikan daerah dan survei sekolah. Survei ini melibatkan kepala sekolah
di setiap kecamatan untuk memperoleh informasi tentang kapasitas ruang kelas dan jumlah lulusan
tahunan.

3. Pengumpulan Data Geografis Menggunakan GIS

Pengumpulan data geografis dilakukan dengan memanfaatkan Geographic Information System (GIS)
untuk memetakan lokasi sekolah dan kondisi demografis di area penelitian. Tahapan ini meliputi
identifikasi koordinat geografis sekolah-sekolah yang ada dan overlay dengan data kependudukan,
yang memvisualisasikan jarak akses peserta didik ke sekolah terdekat. GIS juga digunakan untuk
menganalisis kepadatan populasi peserta didik di daerah yang kekurangan fasilitas pendidikan,
sehingga mempermudah pemetaan kebutuhan sekolah baru secara akurat.
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4. Analisis Data dengan Model Proyeksi dan Selisih
Analisis data dilakukan menggunakan dua model proyeksi:

a. Model Proyeksi Jumlah Peserta didik: Model ini mempertimbangkan data demografis untuk
memperkirakan jumlah peserta didik yang akan membutuhkan tempat di sekolah menengah
beberapa tahun ke depan.

b. Model Selisih: Model ini digunakan untuk membandingkan jumlah peserta didik dengan kapasitas
sekolah yang tersedia, sehingga mengidentifikasi kekurangan ruang kelas baru (RKB) dan unit
sekolah baru (USB) di tingkat SMP.

Hasil perhitungan dari kedua model ini digunakan untuk membuat rekomendasi kebijakan pembangunan
sekolah baru, dan perbedaan hasil antara model proyeksi dan model selisih menjadi dasar bagi prioritas
wilayah yang paling mendesak membutuhkan fasilitas pendidikan tambahan. Siklus umpan balik dalam
proses ini memungkinkan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan berdasarkan implementasi dan
respons masyarakat. Hasil dari rekomendasi kebijakan yang diterapkan terus dimonitor dan dievaluasi
agar penyesuaian dapat dilakukan untuk memastikan pemerataan dan kualitas pendidikan yang optimal
di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan.

RESULTS AND DISCUSSION

Results
PERKEMBANGAN
SATUAND:ES:;E'D'KAN PENDUDUKUSIA
] PENDIDIKAN DASAR
- KEBUTUHAN
PA TK
Siswe PAUD/S [ ] SEKOLAH BARU
Anak Usia Dini .
Non PAUD/TK SEKOLAH SEKOLAH LULUSAN SEKOLAH SATUAN SD/SMP
DASAR MENENGAH DASAR KELAS 6 |
(SD) PERTAMA (SMP)
LANDASAN AKDEMIK:
- UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003
r'y - UU Pemerintah Daerah No.20,

Tahun 2014

- Permen No. 47 Tahun 2008, Wajib
Belajar

- Konsep, fungsi dan Tujuan
Pendidikan Dasar

Gambar 1. Konseptual Penelitian Kebijakan Pendirian Sekolah Baru
Sumber: Penelitian 2024

Analisis dan penelitian akademik tentang kebutuhan-kebutuhan yang berhubungan dengan
penyelenggaraan dan penambahan kuota penyelenggaraan pendidikan dasar baru, baik dalam bentuk
ruang kelas baru atau unit sekolah baru agar seluruh lulusan satuan Sekolah Dasar mampu mengakses
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(ditampung) pada satuan Sekolah Menengah Pertama, begitu juga sebaliknya penyediaan unit sekolah
baru pada satuan Sekolah Dasar dimaksudkan agar seluruh anak yang berada pada usia SD (7-12) dapat
di tampung di satuan Sekolah Dasar sesuai dengan kebijakan tentang waijib belajar yang tertuang dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar. Dalam penelitian kebijakan pendirian
sekolah baru (Gambar 1), "Input" dapat merujuk pada data dan informasi yang relevan seperti kebutuhan
masyarakat, potensi peserta didik, dan kondisi geografis Kota Tangerang Selatan. "Proses" melibatkan
analisis dan penilaian terhadap data tersebut, yang dapat mencakup studi kelayakan, peninjauan
kebijakan pendidikan yang ada, dan perencanaan strategis. "Output" adalah rekomendasi atau keputusan
akhir mengenai pendirian sekolah baru yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pendidikan di
wilayah tersebut.

Siklus umpan balik dalam diagram ini menunjukkan bahwa hasil dari penelitian kebijakan tidak bersifat
final, melainkan terbuka untuk evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Umpan balik dari tahap "Output"
kembali ke "Input" mencerminkan perlunya revisi atau perbaikan berdasarkan implementasi kebijakan dan
respon dari masyarakat. Ini penting dalam memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan benar-benar
efektif dan sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan kata lain, pendekatan ini mendorong
proses kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan kebutuhan dan kondisi masyarakat,
yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

Nilai-nilai kebijakan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah nilai-nilai teoretis kebijakan, hukum
(policy), sosiologis dan filosofis sebagai hak dan kewajiban dasar masyarakat menjadi inti pokok
pentingnya peningkatan pelayanan dan akses kebijakan pendidikan dasar bagi masyarakat sehingga
berimplikasi terhadap jumlah kebutuhan sekolah sesuai dengan perkembangan jumlah penduduk.
Penelitian ini bukan hanya menghasilkan nilai-nilai akademis teoretis akan tetapi juga menyajikan peta
kondisi lokasi sekolah dengan menggunakan Geographic Information System (GIS); yang menghasilkan
informasi jumlah SD dan SMP baru yang benar-benar perlu didirikan dalam rangka pemerataan
kesempatan belajar bagi anak usia Pendidikan Dasar SD/ SMP sebagai urusan wajib pemerintah
Kabupaten/Kota berdasarkan UUPD No. 23/2014. Oleh karena itu, analisis kebutuhan sekolah ini
dilakukan pada agregat wilayah terkecil dalam rangka memperoleh keyakinan bahwa semua anak-anak
usia 6-12 tahun ana-anak usia 13-15 tahun memperoleh kesempatan pendidikan.

Berdasarkan kepada selisih dengan memperhitungkan APS SMP ternyata ada sedikit perbedaan dengan
menggunakan rumus proyeksi, namun perbedaan tersebut tidak begitu mencolok kecuali untuk
Kecamatan Serpong, dengan menggunakan rumus proyeksi Kecamatan Serpong tidak mengalami
kekurangan RKB atau Unit Sekolah Baru SMP, sedangkan dengan rumus selisih Kecamatan Serpong
ternyata memiliki selisih kekurangan antara jumlah lulusan dengan RKB yang tersedia di RKB SMP
sebanyak 4 Ruang Kelas Baru atau sama dengan kekurangan 0,1 USB (Unit Sekolah Baru). Secara
keseluruhan kekurangan Unit Sekolah Baru di satuan SMP jika seluruh lulusan SD yang ada di kelas 6
melanjutkan studinya ke kelas 7 (SMP) dengan memperhitungkan APS 98,20, maka Kota Tangerang
Selatan perlu membangun USB SMP sebanyak 17 Unit Sekolah Baru SMP pada tahun 2024, jika satu
SMP rata-rata memiliki 33 Rombel dari data Dapodik Kota Tangerang tahun 2023. Sedangkan jika
menggunakan rumus proyeksi dengan memperhitungkan jumlah penduduk usia SMP 13-15 tahun maka
Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024 membutuhkan USB SMP Baru sebanyak 14 Unit Sekolah Baru
SMP.
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Tabel 1. Perbandingan SD/SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Selatan Berdasar Kecamatan

S Rumus Proyeksi Rumus Selisih (APS)
RKB uUsSB SMP RKB USB SMP
Kec. Pondok Aren 95 3 193 5
Kec. Pamulang 155 5 128
Kec. Serpong Mencukupi Mencukupi 14 0,4
Kec. Ciputat 84 3 111 3
Kec. Ciputat Timur 64 2 24 0,7
Kec. Serpong Utara 24 0,7 55 1
Kec. Setu 45 1 58 1
Total 467 14 584 17

Sumber: Penelitian 2024

Berdasarkan Tabel 1, selisih kebutuhan RKB (USB SMP) perbandingannya tidak terlalu jauh, oleh karena
itu kebijakan atau pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pembangunan dan penyediaan
RKB atau USB SMP sangat bergantung pada kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan juga
ketersediaan anggaran serta urgensi pembangunan SMP yang secara akademik sosial diperlukan.
Perhitungan-perhitungan tersebut sudah sesuai dengan rumus standar yang biasa dipergunakan oleh
lembaga-lembaga di dunia Pendidikan. Analisis kebutuhan ruang kelas baru (RKB) dan unit sekolah baru
(USB) SMP di Kota Tangerang Selatan menunjukkan perbedaan signifikan di setiap kecamatan.
Kecamatan Pondok Aren dan Pamulang, misalnya, menunjukkan kebutuhan tinggi untuk RKB dan USB
SMP. Pondok Aren membutuhkan tambahan 193 RKB dan 5 USB SMP, sementara Pamulang
membutuhkan tambahan 128 RKB dan 3 USB SMP. Kebutuhan ini mencerminkan tingginya angka lulusan
SD yang harus melanjutkan pendidikan ke tingkat SMP, serta ketidakcukupan fasilitas pendidikan yang
ada saat ini.

Di sisi lain, kecamatan seperti Serpong menunjukkan bahwa kebutuhan fasilitas pendidikan sudah
mencukupi, meskipun terdapat kebutuhan tambahan yang kecil yaitu 14 RKB dan 0,4 USB SMP. Hal ini
menunjukkan bahwa infrastruktur pendidikan di Serpong sudah relatif baik dan dapat mengakomodasi
pertumbuhan jumlah peserta didik. Sebaliknya, kecamatan Ciputat Timur dan Serpong Utara
menunjukkan kebutuhan mendesak yang lebih besar dibandingkan dengan kecamatan lain, dengan
Ciputat Timur memerlukan 24 RKB dan 0,7 USB SMP, serta Serpong Utara memerlukan 55 RKB dan 1
USB SMP. Secara keseluruhan, total kebutuhan untuk RKB di Kota Tangerang Selatan adalah 467,
sementara total kebutuhan untuk USB SMP adalah 14. Namun, jika dibandingkan dengan proyeksi,
kebutuhan aktual jauh lebih besar, dengan total 584 RKB dan 17 USB SMP. Kesenjangan ini menyoroti
perlunya kebijakan pembangunan sekolah yang lebih terencana dan prioritas yang lebih tinggi untuk
menangani ketidakseimbangan fasilitas pendidikan di wilayah tersebut. Upaya yang lebih fokus dan
terstruktur untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan akan membantu memastikan akses pendidikan
yang adil dan berkualitas bagi seluruh peserta didik di Kota Tangerang Selatan.

Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan terus meningkat, hal itu berdampak
terhadap tingginya jumlah lulusan sekolah dasar, oleh karena itu kebijakan penyediaan sekolah baru
khususnya satuan SMP sangat perlu dilakukan hal itu tampak dari jumlah Sekolah Menengah Pertama
Negeri yang sangat terbatas khususnya di daerah-daerah tertentu yang ketersediaan SMP Negeri
maupun SMP Swasta terbatas sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan lulusan SD untuk melanjutkan
ke jenjang yang lebih tinggi (SMP). Kondisi perbandingan tersebut dapat dicermati pada tabel berikut.
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Tabel 2. Perbandingan SD/SMP Negeri dan Swasta di Kota Tangerang Selatan Berdasar Kecamatan

SD SMP
No Kecamatan Status Peserta didik Status Peserta didik
N S N+S N S N+S N S N+S N S N+S
1 Pondok Aren 35 43 78 16.119 13436 29.555 3 44 47 4168 7.445 11.613
2 Pamulang 28 45 73 16.225 10374 26599 5 37 42 6.210 4.923 11.133
3 Serpong 21 39 60 9659 11551 21210 4 37 4 4529 5318 9.847
4 Ciputat 27 27 54 15494 8455 23949 3 34 37 2667 5940 8.607
5 Ciputat Timur 18 11 29 10.568 2274 12842 4 15 19 5621 2408 8.029
6 SerpongUtara 16 19 35 7419 6.124 13543 3 16 19 2897 3449 6.346
7 Setu 12 3 15 6914 1174 8.088 2 8 10 1.996 1.590 3.586

Total 157 187 344 82.398 53.388 135.786 24 191 215 28.088 31.073 59.161
Sumber: Dapodik SD SMP Kota Tangerang Selatan Tahun 2022/2023

Tabel 2 menunjukkan perbandingan jumlah Sekolah Dasar (SD) Negeri/Swasta dengan jumlah Sekolah
Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta di Kota Tangerang Selatan, yang hampir mencapai rasio
1:1,59. Jika semua peserta didik SD melanjutkan ke SMP, fasilitas yang tersedia saat ini kemungkinan
besar tidak akan cukup, khususnya di wilayah dengan perbandingan SD ke SMP yang tinggi. Misalnya,
terdapat 157 SD Negeri dan hanya 12 SMP Negeri, menunjukkan perbandingan yang signifikan yaitu 1:6.
Jika digabung dengan sekolah swasta, situasi masih menunjukkan bahwa kapasitas SMP belum
mencukupi, terutama di beberapa kecamatan seperti Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan Ciputat.

Analisis lebih mendalam mengungkap bahwa setiap kecamatan memiliki kondisi berbeda terkait
ketersediaan SMP. Kecamatan Pondok Aren memiliki rasio SMP Negeri terhadap SD Negeri sebesar
1:11, Ciputat sebesar 1:9, Serpong Utara sebesar 1:5, dan Setu sebesar 1:6. Disparitas ini menunjukkan
adanya ketidakmerataan yang kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat
pertumbuhan penduduk, persebaran permukiman, dan perbedaan aksesibilitas geografis. Kecamatan
Pondok Aren dan Ciputat, yang memiliki perbandingan paling tinggi, adalah wilayah dengan tingkat
populasi anak usia sekolah yang terus meningkat, namun belum diimbangi dengan pembangunan fasilitas
pendidikan yang memadai. Sementara itu, Kecamatan Serpong Utara dan Setu juga mengalami defisit
kapasitas meskipun dengan kebutuhan yang relatif lebih kecil.

Disparitas ini menunjukkan perlunya kebijakan pendidikan yang responsif terhadap kebutuhan masing-
masing kecamatan. Untuk menyesuaikan dengan kondisi spesifik tersebut, kebijakan pendidikan di Kota
Tangerang Selatan perlu dirancang dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan SMP di wilayah
dengan ketimpangan fasilitas yang paling parah. Salah satu pendekatan yang direkomendasikan adalah
penerapan sistem zonasi dengan mempertimbangkan kepadatan penduduk usia sekolah, sekaligus
mendorong pembangunan SMP di area yang paling membutuhkan melalui insentif pengalokasian
anggaran khusus.

Pemetaan melalui Geographic Information System (GIS) memungkinkan analisis kebutuhan yang lebih
terperinci. GIS dapat membantu mengidentifikasi wilayah spesifik dalam setiap kecamatan yang paling
jauh dari akses SMP dan mengarahkan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi lapangan. Dengan
demikian, kebijakan yang diusulkan dapat lebih adaptif dan mampu menjawab kebutuhan masing-masing
kecamatan, memastikan bahwa setiap anak usia sekolah memiliki akses ke fasilitas pendidikan
berkualitas, serta mengurangi disparitas yang ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi dasar
pengambilan keputusan bagi pemerintah dalam mendirikan SMP baru sesuai standar kebijakan
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, guna meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan

pendidikan dasar di Kota Tangerang Selatan.

Discussion

Hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengkaji kebijakan pendirian Sekolah Menengah Pertama
(SMP) baru di Kota Tangerang Selatan mengungkapkan beberapa nilai kebijakan mendasar yang menjadi
landasan dalam penelitian ini. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai teoretis kebijakan, aspek hukum, serta
pertimbangan sosiologis dan filosofis yang terkait dengan hak dan kewajiban dasar masyarakat dalam
memperoleh pendidikan. Kebijakan pendirian sekolah baru didorong oleh tujuan untuk meningkatkan
pelayanan dan akses pendidikan dasar bagi masyarakat, yang secara langsung mempengaruhi
kebutuhan akan sekolah baru seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk (Nasir et al., 2023; Teja,
2015). Selain itu, penelitian ini juga melibatkan peta kondisi lokasi sekolah dengan menggunakan
Geographic Information System (GIS), yang memberikan gambaran jelas mengenai kebutuhan riil di
lapangan, terutama dalam hal jumlah Sekolah Dasar (SD) dan SMP baru yang perlu didirikan untuk
memastikan pemerataan kesempatan belajar. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada nilai-nilai teoretis,
tetapi juga mencakup analisis empiris yang mendalam mengenai kebutuhan sekolah di tingkat wilayah
terkecil. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap anak usia 6-12 tahun (untuk SD) dan 13-15
tahun (untuk SMP) di Kota Tangerang Selatan mendapatkan akses pendidikan yang memadai.
Penggunaan GIS dalam penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memetakan kebutuhan
sekolah secara akurat, yang memungkinkan perencanaan yang lebih terarah dan efisien dalam
penyediaan fasilitas pendidikan. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota
berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UUPD) No. 23 Tahun 2014 yang menekankan
pentingnya pemerataan penyelenggaraan pendidikan dasar menjadi kewajiban pemerintah.

Dalam memperkirakan kebutuhan SMP di Kota Tangerang Selatan, penelitian ini mengidentifikasi besaran
sekolah (school size) sebagai variabel yang berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Ukuran sekolah
dapat memengaruhi kualitas pendidikan karena ukuran sekolah berhubungan langsung dengan kapasitas
sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan (Diez ef al., 2020; Madani, 2019). Penelitian ini
menemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan pada kelas-kelas besar cenderung memiliki mutu yang
lebih rendah dibandingkan dengan kelas-kelas kecil. Oleh karena itu, besaran rombongan belajar (rombel)
menjadi salah satu faktor krusial yang dipertimbangkan dalam menentukan kebutuhan ruang kelas baru
(RKB) atau unit sekolah baru (USB). Analisis ini menegaskan bahwa kebijakan mendirikan ruang kelas
baru harus memperhatikan besaran rombel untuk memastikan mutu pendidikan yang optimal.
Menariknya, penelitian ini juga mengungkapkan perbedaan kecil dalam hasil perhitungan kebutuhan RKB
atau USB SMP berdasarkan dua rumus yang digunakan: rumus proyeksi dan rumus selisih dengan
memperhitungkan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Meskipun terdapat perbedaan, hasil tersebut tidak
terlalu signifikan, kecuali di Kecamatan Serpong. Menurut rumus proyeksi, Kecamatan Serpong tidak
memerlukan tambahan RKB atau USB SMP, namun dengan menggunakan rumus selisih, ditemukan
kekurangan 4 RKB atau 0,1 USB di kecamatan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pemilihan metode
perhitungan dapat mempengaruhi hasil, meskipun perbedaan tersebut tidak terlalu besar secara
keseluruhan.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesamaan dengan beberapa tren yang terjadi di daerah lain, terutama
terkait kebutuhan mendesak untuk penambahan fasilitas pendidikan menengah akibat pertumbuhan
populasi peserta didik yang tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas sekolah. Sebagai contoh,
penelitian yang dilakukan di Kota Batu, Indonesia, juga menemukan ketimpangan serupa antara jumlah
SD dan SMP, yang memengaruhi akses peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang menengah. Temuan
ini sejalan dengan tren di berbagai wilayah perkotaan yang mengalami tantangan serupa dalam
memastikan pemerataan fasilitas pendidikan (Setyawan & Firdausi, 2021). Namun, hasil penelitian ini juga
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mengungkapkan perbedaan spesifik, terutama terkait dengan kecamatan yang memiliki variasi kebutuhan
berdasarkan perhitungan dua model (proyeksi dan selisih). Misalnya, perhitungan dengan rumus selisih
menunjukkan kebutuhan tambahan di Kecamatan Serpong, sedangkan perhitungan proyeksi
menunjukkan sebaliknya. Perbedaan ini mungkin disebabkan oleh kondisi lokal unik di Kota Tangerang
Selatan, seperti dinamika penduduk yang cepat berubah di daerah tertentu dan adanya perbedaan dalam
distribusi sekolah swasta dan negeri. Hasil yang tidak terduga ini menyoroti pentingnya penggunaan
metode perhitungan yang beragam untuk mendapatkan gambaran kebutuhan yang lebih akurat serta
pentingnya adaptasi kebijakan yang spesifik untuk tiap kecamatan. Penelitian ini memperkuat temuan
sebelumnya tentang pentingnya kebijakan berbasis data yang responsif dan adaptif dalam menghadapi
tantangan pendidikan, terutama di daerah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat dan kebutuhan
pendidikan yang bervariasi.

Berdasarkan analisis kebutuhan sekolah dengan menggunakan rumus selisih, Kota Tangerang Selatan
membutuhkan 17 USB SMP baru pada tahun 2024 jika seluruh lulusan SD melanjutkan studinya ke SMP
dengan memperhitungkan APS 98,20%. Di sisi lain, rumus proyeksi memperkirakan bahwa Kota
Tangerang Selatan memerlukan 14 USB SMP baru pada tahun yang sama. Perbedaan ini, meskipun
kecil, menunjukkan pentingnya pertimbangan yang matang dalam pengambilan keputusan terkait
pembangunan sekolah baru. Ketika pembangunan sekolah baru, perlu banyak pertimbangan secara
pelaksanaan pendidikan di sekolah. Faktor-faktor seperti pertumbuhan penduduk usia sekolah dan
kapasitas sekolah yang ada harus diperhitungkan secara seksama. Keputusan terkait pembangunan dan
penyediaan RKB atau USB SMP di Kota Tangerang Selatan sangat bergantung pada kebijakan
pemerintah daerah serta ketersediaan anggaran. Pemerintah Kota Tangerang Selatan harus
mempertimbangkan urgensi pembangunan SMP baru berdasarkan kebutuhan akademik dan sosial yang
telah diidentifikasi.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebutuhan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) baru di
Kota Tangerang Selatan sangat mendesak untuk mendukung pemerataan akses pendidikan, khususnya
di kecamatan dengan ketimpangan fasilitas yang tinggi seperti Setu, Serpong Utara, Pondok Aren, dan
Ciputat. Hasil penelitian mengungkapkan ketidakseimbangan antara jumlah Sekolah Dasar (SD) dan SMP
yang ada, yang berdampak pada keterbatasan kapasitas untuk menampung lulusan SD di jenjang
pendidikan menengah. Implikasi strategis dari penelitian ini menegaskan bahwa pemerintah Kota
Tangerang Selatan perlu segera merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara efektif untuk
pembangunan unit sekolah baru (USB) dan ruang kelas baru (RKB), guna memenuhi kebutuhan
pendidikan yang meningkat. Selain itu, analisis temuan menunjukkan bahwa pentingnya pertimbangan
terhadap besaran rombongan belajar (rombel) dalam penentuan kapasitas sekolah, sehingga mutu
pendidikan dapat tetap terjaga. Pendekatan adaptif dan berbasis data, termasuk pemanfaatan teknologi
Geographic Information System (GIS), direkomendasikan untuk pemetaan kebutuhan fasilitas pendidikan
secara akurat, sehingga prioritas pembangunan dapat disesuaikan dengan kondisi demografis dan
geografis tiap wilayah.

Saran

Sebagai rekomendasi, pemerintah Kota Tangerang Selatan disarankan untuk melakukan penelitian
mendalam mengenai kebutuhan pendidikan di masa mendatang, termasuk proyeksi pertumbuhan
penduduk usia sekolah. Evaluasi berkala terhadap kebijakan yang telah diterapkan juga penting untuk
memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap relevan dengan perkembangan kondisi sosial dan
demografis. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat
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dalam penyediaan fasilitas pendidikan agar pemerataan pendidikan dapat tercapai secara lebih cepat dan

efisien. Pemerataan pendidikan dasar adalah faktor penting mengingat kebijakan waijib belajar yang telah

diundangkan oleh pemerintah, sehingga kebijakan pemerataan pendidikan dasar bermutu harus terus

dikawal oleh pemerintah Kota Tangerang Selatan karena memiliki dasar akademis, filosofis, sosial, dan

politik yang kuat.

Pembangunan unit sekolah baru pada jenjang pendidikan dasar merupakan kewajiban dan kewenangan
sesuai amanat otonomi daerah. Berdasarkan hasil analisis, pembangunan ruang kelas baru atau unit
sekolah baru merupakan kebijakan yang harus dilaksanakan untuk memastikan pemerataan dan akses
pendidikan bagi masyarakat Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2024, pembangunan satuan sekolah
baru SMP diperlukan hampir di seluruh kecamatan di Kota Tangerang Selatan, kecuali Kecamatan
Serpong yang dianggap sudah memadai berdasarkan kondisi dan jumlah penduduk usia pendidikan
dasar. Berdasarkan perhitungan, jumlah satuan USB SMP yang dibutuhkan pada tahun 2024 mencapai
467 RKB atau memerlukan pembangunan 14 USB SMP. Sejalan dengan perkembangan penduduk usia
pendidikan dasar, pada tahun 2028 diperkirakan akan diperlukan 549 RKB atau 16 USB SMP. Namun,
kebutuhan pembangunan USB SMP harus disesuaikan dengan kebijakan anggaran yang tersedia serta
kebutuhan mendesak di setiap kecamatan, dengan prioritas pembangunan USB SMP paling mendesak
di Kecamatan Pamulang, Pondok Aren, Ciputat, Ciputat Timur, dan Setu.

AUTHOR'S NOTE

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan
bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.
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